
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan di
daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang    Nomor     12    Tahun     1950
tentang   Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengwasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90);
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11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Seksi Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana program kerja Seksi

Kelembagaan Masyarakat;
b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait

lembaga kemasyarakatan desa;
c. merencanakan    pembinaan    terkait    Pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun
Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan
lainnya);

d. melaksanakan bimbingan teknis lembaga
kemasyarakatan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program
kerja seksi kelembagaan masyarakat;

f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala
Bidang;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
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(2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader

Pemberdayaan;
b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait bina

kader pemberdayaan;
c. merencanakan pembinaan dan motivasi kepada kader

pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan   bimbingan   teknis   kepada   kader

pemberdayaan masyarakat;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja

seksi Bina Kader Pemberdayaan;
f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai

langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala
Bidang;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Seksi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi

Masyarakat;
b. menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan

Partisipasi Masyarakat;
c. menyusun Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan;
d. menyusun rencana pelaksanaan Desa/ Kelurahan

Berhasil;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan

desa/ kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM);

f. menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi
masyarakat desa;

g. melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data
partisipasi masyarakat desa;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program
kerja Seksi Partisipasi Masyarakat;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala
Bidang;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 78
PARAF KOORDINASI

JABATAN PARAF TANGGAL

Sekretaris Daerah

Asisten

Plt. Kepala DPMD

Kabag Organisasi

Plt. Kabag Hukum


